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MOTTO: 

“Tidak ada beban yang Allah kasih melainkan sesuai dengan  kemampuan 
hambanya.” 

(Q.S. Al-Baqarah ayat 286)  

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” 
(Q.S. Al-Insyirah ayat 6) 
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ABSTRAK 

 

PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEMALAKAN KENDARAAN 

TRUK YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM  

KOTA PALEMBANG 

 

Oleh: 

Annisa Rahma 

 

Fenomena maraknya aksi pemalakan yang terjadi terhadap supir truk di 

sekitar wilayah kota Palembang. Kejahatan pemalakan berkembang hingga 

sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. 

Salah satu hambatan yang dihadapi oleh para supir truk yaitu seringnya terjadi aksi 

kejahatan pemalakan yang mengganggu kelancaran perjalanan mereka untuk 

melanjutkan perjalanannya.  

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah upaya yang 

dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Palembang dalam menanggulangi 

pemalakan terhadap truk yang melintasi di wilayah hukum Kota Palembang dan 

apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemalakan 

di wilayah hukum Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

hukum empiris, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan bagaimana 

penanggulangan dan kendala yang di hadapi Kepolisian Resor Kota Palembang 

terhadap kejahatan pemalakan supir truk. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan maka dapat 

disimpulkan bahwa: Dalam menanggulangi kejahatan pemalakan terhadap supir 

truk kepolisian Resor Kota Palembang melakukan beberapa upaya penanggulangan 

yaitu berupa Patroli, arahan, penyuluhan, penindakan / penegakan hukum dan 

operasi khusus kepolisian. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku 

pemalakan tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan proses hukum lebih 

lanjut, terhadap peristiwa tersebut dikarenakan pihak yang dirugikan atau korban 

sering kali tidak bersedia membuat laporan, kerugian yang timbul dalam peristiwa 

tersebut sering kali sangat sedikit, dan faktor ekonomi menjadi alasan utama bagi 

pelaku kejahatan pemalakan untuk melakukan kejahatan. 

 

Kata Kunci: Penanggulangan Kejahatan Pemalakan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan di masyarakat dibutuhkan suatu aturan untuk 

mewujudkan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Hukum adalah hal 

yang sangat penting dalam masyarakat karena masyarakat tanpa hukum maka 

akan terjadi kekacauan. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, ”Indonesia adalah negara hukum”. Hukum suatu 

kumpulan aturan untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. 

 Hukum diciptakan demi keteraturan dan keharmonisan dalam 

berkehidupan sosial masyarakat, tanpa harus menunggu kesepakatan bersama 

dari individu, sehingga sering disebut hukum memiliki unsur memaksa.1 

Sosiologi hukum beranggapan bahwa masyarakatlah yang 

menciptakan dan menghancurkan suatu tatanan  hukum, sama ketika hukum 

beranggapan bahwa sumber hukum selalu berasal dari masyarakat dan 

kembali ke masyarakat. Hukum yang diciptakan selalu untuk masyarakat, 

yang menjalani hukum tersebut pun adalah masyarakat, serta dampak yang 

dihasilkan tentunya akan kembali ke masyarakat. Hukum merupakan 

pembatasan terhadap kebebasan setiap individu. Setiap tindakan yang 

melahirkan konsekuensi bagi orang lain juga suatu tindakan hukum.2 

 

Tindakan kejahatan masih banyak terjadi di Indonesia, tidak terkecuali 

di wilayah kota Palembang. Tidak mudah untuk memberantas apa lagi 

menghilangkannya, karena kejahatan itu bersumber dari masyarakat itu sendiri. 

                                                           
1 Serlika Aprita, 2021, Sosiologi Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 7 
2 Ibid. 
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Seiring dengan perkembangan lingkungan, tingkat pengangguran yang tinggi, 

dan dinamika hidup masyarakat.  

Fenomena maraknya aksi pemalakan yang terjadi terhadap supir truk di 

sekitar wilayah kota Palembang. Pemalakan dalam bahasa Indonesia berasal 

dari kata “palak” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa “Pemalakan 

berarti pekerjaan yang dilakukan untuk meminta secara paksa.3  

Kejahatan pemalakan berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi 

semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. “Faktor utama 

munculnya kejahatan karena minimnya sebuah pendidikan, kurangnya 

penanaman moral yang baik dan faktor lingkungan juga sanggat mempengaruhi 

seseorang untuk berbuat jahat”.4 

Pemalak yang berdiam di tempat tertentu, yang sering dilintasi oleh para 

supir truk melakukan aksinya dengan memalak pengemudi yang melintasi jalan 

di sekitar kota Palembang. Para pemalak yang melakukan pemerasan dapat 

dijerat menggunakan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). 

Kendaraan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Selain sebagai transportasi bagi pemilik kendaraan juga dapat di 

gunakan sebagai media angkutan barang dari suatu tempat ke tujuan yang lain. 

Jenis kendaraan salah satunya adalah truk. Truk merupakan sebuah kendaraan 

                                                           
3 Supardi, Mengatasi Praktek Pemalakan Di UPTD SMP NEGERI SATAP16 BARRU, 

Jurnal Bimbingan dan Konseling, Vol 7, No 2, Oktober 2020,  hlm. 95. 
4 Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, 1987, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya, 

Pradya Paramita, Jakarta. 
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yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bidang angkutan barang 

dikarenakan memiliki kualitas daya angkut yang besar. 

Salah satu hambatan yang dihadapi oleh para supir truk yaitu seringnya 

terjadi aksi kejahatan pemalakan yang meresahkan masyarakat dan 

mengganggu kelancaran perjalanan mereka untuk melanjutkan perjalanannya. 

Para pemalak meminta uang kepada supir truk dengan mematok harga yang 

mereka minta. 

Transportasi mempunyai peranan penting untuk memperlancarkan 

hubungan antar usaha. sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan 

Jalan, dikarenakan lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis 

dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari 

upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Angkutan jalan 

sebagai bagian potensi dan peranya untuk mewujudkan kelancaran berlalu 

lintas. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 200 ayat (1) 

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas 

terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan”. 

Dalam pemberantasan kejahatan pemalakan yang terjadi di sekitar 

wilayah kota Palembang aparat kepolisian mempunyai peran penting dalam 
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mengatasi pemalakan yang terjadi terhadap supir truk. Mengingat peran 

kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, diatur dalam Undang-

Undang Kepolisian Republik  Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Pada Pasal 13 

disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian yaitu memelihara keamanan, 

ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan dan 

memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri, dan membuat mereka menjadi jerah 

untuk tidak melakukan kejahatan itu kembali. Jika terus menerus dibiarkan 

maka keberadaan para pelaku pemalakan akan menimbulkan keresahan pada 

masyarakat dan mempersulit supir truk untuk melanjutkan perjalanannya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul: PENANGGULANGAN 

KEJAHATAN PEMALAKAN KENDARAAN TRUK YANG TERJADI 

DI WILAYAH HUKUM KOTA PALEMBANG. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Palembang 

dalam menanggulangi pemalakan terhadap truk yang melintasi di wilayah 

hukum Kota Palembang? 

2. Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku 

pemalakan di wilayah hukum Kota Palembang? 
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C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dengan 

menitikberatkan perhatian pada upaya kepolisian dalam penanggulangan dan 

penegakan hukum terhadap pemalakan supir truk di wilayah hukum Kota 

Palembang. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh kepolisian resor kota Palembang 

dalam menanggulangi pemalakan terhadap truk yang melintasi di wilayah 

hukum Kota Palembang. 

2. Mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemalakan 

di wilayah hukum Kota Palembang. 

 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau 

menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti 

yang berkaitan dengan istilah. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Penanggulangan adalah  perbuatan yang mengatasi terjadinya sesuatu hal.5 

2. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan 

norma-norma yang berlaku.6 

                                                           
5 Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 2016, Kamus Besar Bahasa  Indonesia. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanggulangan, Diakses pada tanggal 12 Oktober  2021, Pada 

pukul 17:00 WIB. 
6 Surayin, 2011, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yrama Widya, Bandung, hlm. 170. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanggulangan
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3. Pemalakan adalah sinonim dari kata pemerasan dalam kamus hukum yang 

artinya perbuatan dengan cara mengambil keuntungan berlebihan dari orang 

lain secara paksa.7 

4. Truk adalah mobil transportasi yang digunakan untuk pengangkutan 

barang-barang.8 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak dalam suatu 

penelitian, demikian pada hubungan dengan penulisan ini. Metode penelitian 

adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran 

melalui langkah yang sistematis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah 

jenis penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif dengan 

menggambarkan bagaimana penanggulangan dan kendala yang di hadapi 

Kepolisian Resor Kota Palembang terhadap kejahatan pemalakan supir truk. 

2. Jenis Data 

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder. 

 

                                                           
7 Sudarsono, 1992, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 345. 
8 John M. Echols dan Hassan Shadily, 2015, Kamus Inggris-Indonesia, PT Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta, hlm.  605. 
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1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang 

melalui proses wawancara. Untuk melengkapi data primer maka 

ditunjang dengan adanya data sekunder. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada diperoleh dari 

dokumen-dokumen resmi dan buku yang berhubungan dengan objek 

penelitian. 

Data sekunder dibedakan menjadi beberapa bahan hukum yaitu sebagai 

berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan hukum, mengingat bahan hukum ini berupa peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang 

akan diteliti. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang 

terdiri dari: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP) 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan 



8 

 

5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan 

primer. Bahan hukum primer berupa buku dan tulisan ilmiah 

hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal 

dengan nama bahan acuan bidang umum dan kamus hukum 

sepanjang memuat informasi yang relevan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu melalui penelitian untuk mendapatkan data sekunder dan 

data primer yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara 

dengan cara mempelajari berbagai buku sebagai bahan acuan serta 

menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wawancara 

dilaksanakan untuk klarifikasi dan pengumpulan informasi lainnya yang 

mendukung dengan mewawancarai langsung Kepolisian Resor Kota 

Palembang. 
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4. Teknik Analisis Data 

Pengelolaan data menggunakan metode deskriptif analisis artinya 

data yang digunakan melalui pendekatan kualitatif terhadap fakta sosial. 

Yang dimaksud di sini adalah dengan menggambarkan suatu gejala yang 

timbul dalam masyarakat melalui pengamatan yang dilakukan oleh penulis 

untuk menentukan isi dan aturan hukum yang dijadikan pedoman dalam 

menyelesaikan permasalahan hukum yang telah menjadi objek kajian 

dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang 

teratur, sistematis, logis tidak tumpang tindih dan efektif sehingga 

memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya 

hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan 

dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang 

berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini merupakan pembukaan yang memberikan gambaran 

umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang akan 

dibahas pada proposal ini yang dibuat terdiri dari : latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, penelitian 

terdahulu dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi pemikiran dan atau konsep-konsep yuridis 

sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan 

berisi perkembangan data dan/atau informasi baik secara substansi 

maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan 

penelitian. 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PERMASALAHAN 

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan dalam 

penelitian untuk menemukan jawaban dan rumusan masalah yang 

diangkat dalam penelitian. 

BAB IV PENUTUP 

Pada bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini kesimpulan 

dijadikan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang 

ditetapkan. Sedangkan saran dijadikan sebagi ide untuk memberikan 

partisipasi terhadap judul yang diangkat. 

DAFTAR PUSATAKA 

LAMPIRAN 
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